
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 205 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan

dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk

mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang

baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Utara;

b. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Utara, telah ditetapkan Satuan Tugas

Unit Pengendalian Gratifikasi yang dituangkan dalam

Berita Acara Nomor 260/PK.0 1 -B A / 7 aO9 / 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal<sud

hurf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe Utara;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20O2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lrmbaran Negara

Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2O19 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara

Mengingat:

SALINAN
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Tahun 2O19 Nomor 197, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang

Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 23, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

193, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2O22 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1695);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun

2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 202O

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum'

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

r236\;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

Menetapakan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe Utana.

Struktur keanggotan Satuan T\rgas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe Utara sebagaimana tercantum datam Lampiran

Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:

KETIGA
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KEEMPAT

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan

Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe Utara,

PPK, PPS, dan KPPS;

b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Sulawesi

Tenggara dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan

Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe Utara,

PPK, PPS dan KPPS;

c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

d. melakukan pemeriksaan dan verilikasi penerimaan

Gratifkasi;

e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan

subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan

penerimaan Gratifrkasi dalam bentuk makanan dan

barang yang mudah rusak atau busuk;

g. menyampaikan laporan penerimaan Gratilikasi dari

Jajaran KPU Kabupaten Konawe Utara, PPK, PPS, dan

KPPS kepada UPG KPU Provinsi Sulawesi Tenggara setiap

kali menerima pelaporan penerimaan Gratifrkasi;

h. mengadministrasikan pelaporan dan/ atau penyetoran

Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di

lingkungan KPU Kabupaten Konawe Utara, PPK, PPS, dan

KPPS;

i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan

tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang

perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan

Gratifikasi dan/ atau penyetoran Gratifikasi di lingkungan

KPU Kabupaten Konawe Utara, PPK, PPS, dan KPPS;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe

Utara.
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Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor

132 /PW.Ol /7409 /2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas

Unit Pengendalian Gratifrkasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Utara Nomor 132/PW.Oll7409/2021

tentang Pembentukan Satuan Tfrgas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe Utara Tahun 2021 dicabut dan dinvatakan tidak

berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu

pada tanggal 07 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd,

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

ubag Hukum dan SDM,

s

s

*
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN KONAWE
UTARA

STRUKTUR KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

Ditetapkan di Wanggudu

pada tanggal O7 Juli2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

ttd

'Jti

at

NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN DALAM

TIM

Abdul Makmur Ketua Pengarah

2 Edison Peokodoh Anggota

3 Eka Dwiyastuti Liambo Anggota Pengarah

4 Naim Anggota Pengarah

5 Muhammad Husni Ibrahim Anggota Pengarah

6 Uddin Yusuf Sekretaris Ketua

7 Nasrullah
Kasubag Hukum

dan SDM
Sekretaris

8 Upik Sri Rahayu
Kasubag

Perencanaan, Data
dan Informasi

Anggota

9 Galang Ramadhan
Staf Subbagian

Hukum dan SDM
Anggota

+

ag Hukum dan SDM,
AE}DUL MAKMUR

1

Pengarah


